BABII

TEORI JUAL BELI SALAM, IJARAH, DAN HAK KHIYAR
DALAM HUKUM ISLAM SERTA TINJAUAN UMUM TENTANG
UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Salam
1. Pengertian

Jual beli dalam istilah Arab dikenal dengan bay’, yaitu:
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Menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain."

Istilah lain dari kata a/-bay’ adalah at-tijarah, al-mubadalah, dan al-
shira’ dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian
lawannya yaitu al-shira’. Dengan demikian kata a/-bay’berarti kata “jual”
dan sekaligus juga berarti kata “beli”.?

Adapun makna bay’ (jual beli) menurut istilah ada beberapa definisi
dan yang paling bagus adalah definisi yang disebutkan oleh Shaykh Al-
Qalyubi dalam Hasyiyah-nya bahwa: “Akad saling mengganti dengan
harta yang berakibat kepada kepemilikan terhadap satu benda atau
manfaat untuk tempo waktu selamanya dan bukan untuk bertakarub

kepada Allah™.’?

' Sugiyah Musafa’ah, et al., Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam I, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel
Press, 2013), 57.

? Rachmat Syafei, Figih Muamalah, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

3 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 24.
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Dilihat dari segi objeknnya, terdapat jual beli pesanan (bay’ as-
salam) yang akan dibahas lebih lanjut. Jual beli melalui pesanan atau
salam yaitu dengan menyebutkan barang dengan sifat-sifatnya dengan
kriteria tertentu dalam tanggungan dengan pembayaran yang
disegerakan.*

Mazhab Safi’i dan Hanbali mendefinisikannya dengan:
Akad yang disepakati dengan menentukan ciri-ciri tertentu dengan
membayar harganya lebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan

kemudian dalam suatu majlis akad.’

Secara bahasa, salam (...) adalah al-i’'tha’ (:\eeY\y dan at-taslif
(L), Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama ath-thauba lil

al-khayyath bermakna: dia telah menyerahkan baju kepada penjahit.
Sedangkan secara istilah syariat, akad salam sering didefinisikan oleh
para fugaha secara umumnya menjadi: jual beli barang yang disebutkan
sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan (pembayaran) yang dilakukan
saat itujuga.6

Pengertian lain mengenai salam yaitu penjualan sesuatu yang akan
datang dengan imbalan sesuatu yang sekarang, atau menjual sesuatu yang
dijelaskan sifatnya dalm tanggungan. Maksudnya, modal diberikan di

awal dan menunda barang hingga tenggat waktu tertentu. Atau dengan

* Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Jakarta: Erlangga, 2012) 118.
> Ibid, 143.
® Muhammad Yazid, Hukum Ekonomi Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 50.
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kata lain, menyerahkan barang tukaran saat ini dengan imbalan barang
yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan hingga jarak waktu tertentu.’

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, salam adalah jasa
pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli yang pembiayaannya
dilakukan bersamaan dengan pemesan barang.®

Karena pada sa/am pembayaran harga barang dilakukan di muka
sebelum barang diserahkan kepada pembeli, maka sa/am adalah suatu jasa
pre-paid purchase of goods. Dengan cara harga barang dibayar di muka
pada waktu kontrak dibuat tetapi penyerahan barang dilakukan beberapa

waktu kemudian.’

2. Dasar hukum
Landasan syariah transaksi bay’ as-salam terdapat dalam Alquran,
Hadis dan ijmak:
a. Alquran
Firman Allah dalam Q.S. Albaqgarah (2): 282;
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" Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Abdul Hayyie al-Kattani, V, (Jakarta:
Gema Insani, 2011), 240.

¥ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 ayat 34.

? Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana, 2014), 251.
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah
kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di
antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah
penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah
mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah
orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan
ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada
hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah
akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak
mampu  mengimlakkan, = maka hendaklah  walinya
mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua
orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak
ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua
orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya
jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya.
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan)
apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis
hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan
lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak
(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu),
kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu
jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu,
(jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila
kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling
sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka
sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu.
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Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan
Allah Maha mengetahui segala sesuatu. '

Firman Allah dalam Q.S. Almaidah: 1;
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan
dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak
menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji.
Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut
yang dikehendaki-Nya.''

b. Hadis

oy ade 1 Lo 230508 1 6 — Lgle 55— A G
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Ibnu Abbas berkata: Nabi Shallallaahu ‘alaihi wa sallam datang ke
Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa
setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda: “Barangsiapa
meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam

takaran, timbangan, dan masa tertentu. “Muttafaq Alaihi. Menurut
riwayat Bukhari: “Barang siapa meminjamkan sesuatu.”"?

c. Ijmak
Menurut Ibnul Munzir, ulama sepakat (ijmak) atas kebolehan jual
beli dengan cara salam. Di samping itu, cara tersebut juga diperlukan

oleh masyarakat."

"Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 97.
""Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004), 213.
' Muhammad Y azid, Hukum Ekonomi Islam..., 52.

13 Suqiyah Musafa’ah, et al., Hukum Ekonomi dan..., 117.
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3. Rukun dan syarat

Sebagaimana jual beli, dalam akad sa/am harus terpenuhi rukun dan

syaratnya. Adapun rukun sa/am menurut jumhur ulama ada tiga yaitu:

a)

b)

d)

‘agidaini (dua orang yang melakukan transaksi), yaitu orang yang
memesan dan orang yang menerima pesanan;
objek transaksi, yaitu harga dan barang yang dipesan;
akad (sighat).
Adapun syarat-syarat dalam sa/am sebagai berikut:

uangnya dibayar di tempat akad, berati pembayaran dilakukan
terlebih dahulu;
barangnya menjadi utang bagi penjual;
barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Berarti pada
waktu dijanjikan barang itu harus sudah ada;
barang tersebut hendaklah jelas ukurannya, takarannya, ataupun
bilangnya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu;
diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya dengan
jelas, agar tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan
antara kedua belah pihak. Dengan sifat itu berarti harga dan kemauan
orang pada barang tersebut dapat berbeda;
disebutkan tempat menerimanya.'*

Dalam Fatwa DSN Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual

beli salam, bahwa:

' Mardani, Figh Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2013), 114.
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Ketentuan tentang Pembayaran

a) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa
uang, barang, atau manfaat.

b) Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati.

¢) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.

Ketentuan tentang Barang

a) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.

b) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.

¢) Penyerahannya dilakukan kemudian.

d) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan

berdasarkan kesepakatan.

e) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

f) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis
sesuai kesepakatan.

Ketentuan tentang sa/am Paralel

Dibolehkan melakukan sa/am paralel dengan syarat:

a) Akad kedua terpisah dari akad pertama, dan

b) Akad kedua dilakukan setelah akad pertama sah.

Penyerahan Barang Sebelum atau pada Waktunya

a) Penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya
dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati.

b) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih

tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga.



28

c¢) Jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih
rendah, dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh
menuntut pengurangan harga (diskon).

d) Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu
yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang
sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut
tambahan harga.

e) Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu
penyerahan, atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak
rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan:

- Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya;
- Menunggu sampai barang tersedia.
5) Pembatalan kontrak
Pada dasarnya pembatalan sa/am boleh dilakukan, selama
tidak merugikan kedua belah pihak.
6) Perselisihan
Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka
persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah
setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah."
Di dalam Islam adanya anjuran perdamaian dilihat dalam

ketentuan Alquran:

!> Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000.
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Artinya: Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman

itu berperang hendaklah kamu damaikan antara
keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian
terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada
perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah
antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu
Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-
orang yang Berlaku adil.'®

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101 s/d

Pasal 103, bahwa syarat salam sebagai berikut:

Kualitas dan kuantitas barang sudah jelas. Kuantitas barang
dapat diukur dengan takaran, atau timbangan, dan/ atau
meteran.

Spesifikasi barang yang dipesan harus diketahui secara
sempurna oleh para pihak.

Barang yang dijual, waktu, dan tempat penyerahan
dinyatakan dengan jelas.

Pembayaran barang dapat dilakukan pada waktu dan tempat

yang disepakati.'’

' Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004),

1033.

' Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 101-103.
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B. Ijarah

1. Pengertian

Al-ijarah (5)\>Y) ) artinya upah, sewa, jasa atau imbalan, salah satu

bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah sewa menyewa kontrak,
menjual jasa, dan lain-lain.'® Pengertian lain, ijarah dari wjrah yang
berarti upah. Yaitu memberi upah kepada seseorang setelah mengerjakan
pekerjaan tertentu atau sampai waktu yang tertentu.'” sama dengan
menjual manfaat.*

Ijarah adalah transaksi atas suatu manfaat yang mubah atas suatu
barang tertentu atau yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dalam
waktu tertentu, atau transaksi atas suatu pekerjaan yang diketahui dengan
upah yang diketahui pula.”’

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, ijarah adalah akad
pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu
tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan

pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.**

. Dasar hukum

Dasar diperbolehkannya akad ijarah,

a) Firman Allah dalam Q.S. Attalaq (65): 6;

'8 M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi..., 227.
' Moh. Rifa’i, et al., Terjamah Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: CV. Toha Putra, 1990)

224.

20T M. Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Figih Mu’amalah, (Jakarta: Bulan Bintang,2002), 97.
! Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 195.
22 Fatwa DSN-MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
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Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu
menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang
hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga
mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-
anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka
upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan
maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya.”

b) Hadis
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Artinya: Diceritakan oleh Musa bin Isma’il dari Wuhaib dari Ibnu

Thowus dari Ayahnya Thowus Dari Ibn ‘Abbas ra berkata:
Rasulullah pernah berbekam lalu beliau memberikan upah
kepada tukang bekam itu. (H.R. Bukhari).**

c) Ijtihad
Para ulama fikih tidak membolehkan ijarah terhadap nilai tukar

uang karena menyewakan itu menghabiskan materinya. Sedangkan

» Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004),

1119.

** Al-Imam Abi ‘Abdillah Muhammad ibn Isma’il, Shakhih al-Bukhari, Juz 111, (Libanon: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), 75.
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dalam ijarah yang dituju hanyalah manfaat dari suatu benda. Selain itu
menyewakan uang berarti adanya kelebihan pada barang ribawi yang

cenderung kepada riba yang jelas diharamkan.

3. Rukun dan syarat

Sebagai sebuah transaksi umum, ijarah baru dianggap sah apabila

telah memenuhi rukun dan syaratnya. Rukun ijarah ada empat:

C.

d.

Sighat (lafal ijab dan kabul).

. Muta‘aqgidayn (dua pihak yang melakukan transaksi), yaitu orang yang

menyewakan dan orang yang menyewa.

. Ma‘qud ‘alayh (manfaat yang ditransaksikan).

Upah. Upah adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh penyewa sebagai
kompensasi dari manfaat yang ia dapatkan.

Syarat-syarat yang berlaku pada ijarah sebagai berikut:

Ijarah dilakukan oleh orang yang mempunyai hak tasaruf
(membelanjakan harta). Syarat ini berlaku bagi semua jenis muamalah.

Manfaat dapat diketahui, seperti menempati rumah, melayani
seseorang, mengajarkan suatu ilmu, dan lain sebagainya.

Diketahui upahnya.

Manfaat dalam ijarah adalah mubah, tidak sah manfaat yang haram.”

C. Khiyardalam Jual Beli

1. Pengertian

Pengertian khiyar menurut sebagian fukaha adalah:

2 Mardani, Hukum Sistem Ekonomi Islam..., 197.
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Hak bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak yang mengadakan
transaksi untuk membatalkan transaksi, hak yang diberikan untuk
memilih dia antara 2 hal yaitu tetap melangsungkan transaksi dan
meneteztg)kannya atau membatalkan transaksi dan merusaknya sama
sekali.

Kata al-khiyar dalam bahasa Arab berarti pilihan. Pembahasan
al-khiyar dikemukakan para ulama fikih dalam permasalahan yang
menyangkut transaksi dalam bidang perdata khususnya transaksi
ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang
melakukan transaksi (akad) ketika terjadi beberapa persoalan dalam
transaksi yang dimaksud.”’

Khiyar menurut Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi
Syariah yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan
atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan.®

Khiyar menurut Sayyid Sabiq yaitu hak memilih dalam mencari
kebaikan dari dua perkara, antara menerima atau membatalkan sebuah

akad.”

2. Dasar hukum
Khiyar mempunyai landasan yang kuat dalam Alquran, sunnah

Rasulullah saw. dan berdasar ijmak.

* Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam, (Surabaya: UIN Sunan Ampel
Press, 2014), 120.

% Nasrun Haroen, Figh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

?® Pasal 20 ayat 8 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Kamaluddin A, et al., 12, (Bandung: Al-Ma’arif, 1997), 100.
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1. Alquran,

a) Firman Allah dalam Q.S. Annisa (4) : 29;
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,

kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.’

b) Hadis;
5 SN BEE Y J6 oy ade 1 Lo 0 3525 &) 3k 538 of &ag
DGR 365 Bs2 a0 G156 A, (256 Sl

Aku telah mendengar Abu Huayrah ra telah berkata™
“sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda™: “janganlah kalian
menghadang perdagangan (yang masuk pasar), maka barangsiapa
menghadang dan membeli sesuatu darinya, maka apabila
pemiliknya telah mendatangi pasar, maka ia punya hak khiyar>'

¢) Ijmak
Menurut Abdurrahman al-Jaziri, status k#hiyar dalam

pandangan ulama fikih adalah disyariatkan atau dibolehkan,
karena suatu keperluan yang mendesak dalam mempertimbangkan
kemaslahatan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.*
3. Macam-macam Khiyar
Khiyar itu ada yang bersumber dari syarak, seperti khiyar majlis,

‘ayb, dan ru’yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua

% Department Agama RI, A/-Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: CV. Wicaksana, 2004),
167.

*! Suqiyah Musafa’ah, Hadith Hukum Ekonomi Islam..., 67.

32 Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat..., 98.
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belah pihak yang berakad, seperti khiyar sharat dan khiyar ta‘yin. Berikut

ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar tersebut:

1.

Khiyar majlis, yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad
untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam
majelis akad (di ruangan toko) dan belum berpisah dengan badan.*
Dengan demikian khiyar majlis berarti hak pelaku transaksi untuk
meneruskan atau membatalkan akad selagi mereka berada dalam
tempat transaksi dan belum berpisah.** Khiyar majlis boleh dilakukan

dalam berbagai jual beli. Rasulullah saw. bersabda:

515, lagais 3 et 5253 5 BA 06 6565 ?u )u.u RIS

U 15 224 1S5 L

Artinya: Dua orang yang melakukan akad jual beli, dibolehkan
melakukan khiyar (pilihan) selama belum berpisah. Jika
keduanya berbuat benar dan jelas, maka keduanya
diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka
menyembunyikannya dan berdusta maka Allah akan
menghilangkan keberkahan jual beli mereka.™

2. Khiyar sharat, yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak

memberikan persyaratan k#hiyar dalam waktu tertentu. Khiyar sharat
juga merupakan hak yang disyariatkan oleh seorang atau kedua belah
pihak untuk membatalkan suatu kontrak yang telah diikat.*
Misalnya, saya beli barang ini dari Anda, tetapi saya punya hak untuk

mengembalikan barang ini dalam tiga hari. Rasulullah saw. bersabda:

3 1bid., 99.

** Hendi Suhendi, Figh Muamalah. .., 83.
33 Sayyid Sabiq, Figih Sunnah, Nor Hasanuddin, 4, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 159.
3% Mardani, Figh Ekonomi Syariah..., 106.
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(it oy JU 36 e w38l
Artinya: kamu boleh khiyar pada setiap benda yang telah dibeli
selama tiga hari tiga malam. (Riwayat Baihaqi)37

3. Khiyar ‘ayb, yaitu hak pilih yang dimiliki oleh salah satu pihak yang
mengadakan transaksi untuk membatalkan transaksi atau tetap
melangsungkannya, hanya ketika ditemukan suatu cacat pada salah
satu dari 2 alat tukar dan pemilik alat tukar yang cacat itu tidak
mengetahui adanya cacat itu ketika transaksi sedang berlangsung.™®
Khiyar ‘ayb disyariatkan dalam Islam, yang didasarkan pada hadis
sebagai berikut:

ey 5 V) 28 a5 G T 2 B el B Y Jadlisat sl
(Al gt 4ae o axle

Artinya: Seorang muslim adalah saudara muslim yang lain. Tidaklah
halal bagi seseorang muslim untuk menjual barang bagi

saudaranya yang mengandung kecacatan, kecuali jika
menjelaskannya terlebih dahulu.*

4. Khiyar ru’yah, yaitu khiyar (hak pilih) bagi pembeli untuk menyatakan
berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang
belum ia lihat ketika akad berlangsung.*’ Jumhur ulama fikih yang
terdiri dari Ulama Hanafi, Maliki, Hanabi, dan Zahiri menyatakan
bahwa khiyar ru’yah disyariatkan dalam Islam berdasarkan sabda

Rasulullah saw. yang menyatakan:

°

(o ol oo s ety 815 1) SR 588 L B (GR3)

*7 Hendi Suhendi, Figh Muamalah...,84.

*% Abdul Basith Junaidy, Asas Hukum Ekonomi..., 124.
3% Rachmat Syafei, Figh Muamalah..., 116.

“* Nasrun Haroen, Figh Muamalah..., 136.
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Artinya: “Siapa yang membeli sesuatu yang belum ia lihat maka ia
berhak khiyar apabila melihat barang itu”. (H.R. Dar al-
Quthni dari Abu Hurairah)*!

5. Khiyar ta‘yin, adalah dua pelaku akad sepakat untuk menunda
penentuan barang dagangan yang wajib ditentukan sampai waktu
tertentu dimana hak penentuannya diberikan kepada salah satu dari

keduanya.*

Khiyar ta‘yin dibolehkan apabila identitas barang yang menjadi
objek kontrak belum jelas. Oleh sebab itu, khiyar ta‘yin berfungsi
untuk menghindarkan agar kontrak tidak terjadi terhadap sesuatu yang

tidak jelas (majhul).”

Islam mengakui hak individu dan masyarakat, juga meminta
mereka melaksanakan kewajiban masing-masing. Tanggung jawab
kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa
manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang
diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku
pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-
ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab

kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak

* Abdul Rahman Ghazaly, et al., Figh Muamalat..., 101.
* Wahbah Az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu..., V, 185.
* Qaiful Jazil, Figih Mu’amalah, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 113.
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dan kewajiban itu sehingga disinilah arti penting pertanggungjawaban

.. 44
itu.

D. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab
Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
1. Tinjauan umum perlindungan konsumen

Pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak
terlepas dari dinamika politik di Indonesia. Iklim politik yang lebih
demokratis ditandai dengan gerakan reformasi yang dikomandoi oleh
mahasiswa dan ditandai dengan pergantian Presiden Republik Indonesia
dari Soeharto kepada B.J. Habibie. Kehidupan yang lebih demokratis
mulai diperjuangkan, bersamaan dengan itu pula tuntutan untuk
mewujudkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen semakin menguat.
Selain itu, faktor yang mempengaruhi pembentukan Undang-Undang
Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah munculnya beberapa kasus
yang merugikan konsumen dan diakhiri dengan penyelesaian yang tidak
memuaskan konsumen.*

Tujuan ditetapkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen
sudah dijelaskan dalam Pasal 3, perlindungan konsumen bertujuan:

- Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;
- Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara

menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;

* Muhammad Djakfar, Etika Bisnis, (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 27.
4 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Kencana, 2013), 37.
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- Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan
dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,;

- Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur
kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk
mendapatkan infomasi;

- Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

- Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,

kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.*

2. Pengertian pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah
hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama
melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang
ekonomi.

Pengertian pelaku usaha di atas merupakan pengertian yang sangat
luas karena meliputi segala bentuk usaha, sehingga akan memudahkan

konsumen, dalam arti banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih

% Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana
dalam directive, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk
menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan
akibat penggunaan produk.*’
3. Tanggung jawab pelaku usaha
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan

tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 sampai Pasal 27,

namun yang menjadi acuan hanya Pasal 19 saja, diantaranya:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas
kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat
mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau
diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau
pemberian  santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh)
hari setelah tanggal transaksi.

4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

(2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana

7 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, (Jakarta:
Rajawali Press, 2012), 23.
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berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur
kesalahan.

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan

bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.*®

Tanggung jawab mutlak (strict liability) dalam hukum
perlindungan konsumen dirasakan sangat penting, paling tidak
didasarkan pada empat alasan, yaitu:

a. Tanggung jawab mutlak merupakan instrument hukum yang
relatif masih baru untuk memperjuangkan hak konsumen
memperoleh ganti kerugian,

b. Tanggung jawab mutlak merupakan bagian dan hasil dari
perubahan hukum di bidang ekonomi, khususnya industri dan
perdagangan yang dalam praktiknya sering menampakkan
kesenjangan,

c. Penerapan prinsip tanggung jawab mutlak melahirkan masalah
baru bagi produsen, yaitu bagaimana produsen menangani
komplein konsumen,

d. Indonesia merupakan contoh yang menggambarkan dua

kesenjangan yang dimaksud, yaitu antara standar norma dalam

* pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
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hukum positif dan kebutuhan perlindungan kepentingan dan hak-
hak konsumen.*’

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa
itikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha karena meliputi semua
tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan
bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dimulai sejak
barang dirancang atau diproduksi sampai pada tahap penjualan,
sebaliknya konsumen hanya diwajibkan beritikad baik dalam
melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.”

4. Definisi industri konveksi
Industri konveksi adalah suatu perusahaan yang menghasilkan
pakaian jadi pakaian wanita, pria, anak, pakaian olahraga, maupun
pakaian yang dipesan sesuai keinginan konsumen (pemesan).
Pada saat ini industri konveksi cukup popular di Indonesia.
Kepopuleran bisnis konveksi utamanya adalah disebabkan karena dua hal.
Pertama, karena produk yang dihasilkan oleh industri konveksi, yaitu

pakaian merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, maka market

untuk bisnis konveksi akan selalu ada. Pangsa pasar yang jelas, membuat

49 .
Ibid., 96.
%0 Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen, (Y ogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 61.
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tidak sedikit orang yang berusaha memaksimalkan potensi dari bisnis
konveksi.”!

Barang-barang produksi yang telah ada tidak cukup untuk
memenuhi kebutuhan dan tuntutan manusia, khususnya pada masa
modern sekarang ini ketika produk-produk sudah berkembang pesat.
Kebutuhan manusia terhadap produk-produk itu juga meningkat, sehingga
harus diciptakan produk-produk baru untuk memenuhi kebutuhan dan
selera mereka.’> Dalam kondisi ini, pihak produsen dapat menciptakan
kreasi dan inovasi produk-produk yang sesuai dengan selera konsumen,
sehingga menyebabkan industri bisnis konveksi yang berdiri di kota
Sidoarjo berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen

(pemesan).

51

Aziz Nurdin, “Awal Mula Bisnis Konveksi di Indonesia”,
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32 Mardani, Figh Ekonomi Syariah,...128.
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